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Kata Kunci : Abstrak :

UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam
Legalitas Usaha, pembangunan ekonomi desa, namun masih terkendala legalitas usaha yang
Nomor Induk menghambat akses pembiayaan dan pasar. Di Desa Malang Rapat ditemukan

Berusaha (NIB), 16 pelaku UMKM tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga belum dapat

Pendampingan memanfaatkan program pemerintah. Kondisi ini menunjukkan masih
rendahnya literasi legalitas usaha. Program ini bertujuan meningkatkan
pemahaman dan memfasilitasi pengurusan NIB bagi pelaku UMKM di Desa
Malang Rapat. Kegiatan dilaksanakan pada 26 Agustus 2025 dengan melibatkan
16 peserta. Metode yang digunakan meliputi observasi, sosialisasi, dan
pendampingan pendaftaran NIB melalui Online Single Submission (OSS). Hasil
kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai
pentingnya NIB sebagai legalitas usaha. Dari 16 peserta, 10 peserta (62,5%)
telah memiliki NIB sebelumnya, 4 peserta (25%) berhasil memperoleh NIB
melalui pendampingan langsung, dan 2 peserta (12,5%) mengalami penundaan
karena kendala teknis OTP. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum,
kemudahan akses pembiayaan, serta peluang mengikuti program pemerintah.
Selain itu, kepemilikan NIB menjadi syarat penting dalam pengajuan sertifikasi
halal yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.
Sosialisasi dan pendampingan intensif terbukti efektif mengatasi kendala
literasi digital dan mempersiapkan UMKM agar lebih berdaya saing.

Key word : Abstract :
Msmes, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in village
Business economic development, yet they still face legal challenges that hinder access to
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Legality, financing and markets. In Malang Rapat Village, 16 MSMEs were found to lack

Business a Business ldentification Number (NIB), preventing them from utilizing
Identification government programs. This situation indicates low business legality literacy.
Number (NIB), This program aims to improve understanding and facilitate NIB processing for
Assistance MSMEs in Malang Rapat Village. The activity was held on August 26, 2025,

involving 16 participants. The methods used included observation, outreach,
and assistance with NIB registration through the Online Single Submission
(OSS). The results of the activity showed an increase in participants'
understanding of the importance of NIB as a form of business legality. Of the 16
participants, 10 (62.5%) already had a NIB, 4 (25%) successfully obtained an NIB
through direct assistance, and 2 (12.5%) experienced delays due to technical
issues with the OTP (Online Transaction Protocol). This legality provides legal
protection, ease of access to financing, and opportunities to participate in
government programs. Furthermore, NIB ownership is a crucial requirement for
applying for halal certification, which can increase product competitiveness in
the broader market. Intensive outreach and mentoring have proven effective in
addressing digital literacy challenges and preparing MSMEs to be more
competitive.
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PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran sebagai pendorong
perkembangan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan wilayah pedesaan. UMKM berkontribusi
besar pada perekonomian nasional dengan membuka kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup
masyarakat lokal, serta pengembangan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun
demikian, dalam upaya pengembangan dan peningkatan daya saing, UMKM seringkali menghadapi
berbagai hambatan struktural dan kelembagaan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan dalam
aspek produksi, manajemen usaha, akses terhadap sumber permodalan, serta lemahnya dukungan
kelembagaan yang dapat menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang secara optimal dan
berkelanjutan (Darwanto & Raharjo, 2018)

Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah elemen penting dalam legalitas usaha UMKM karena
memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan memperoleh akses permodalan, perlindungan
hukum, serta peluang mengikuti program pemerintah yang berfokus pada pengembangan usaha
(Setiyawati et al., 2025). Namun, hingga kini Kebanyakan pelaku UMKM di desa belum memiliki NIB
karena minimnya pemahaman terhadap prosedur perizinan yang dianggap rumit serta memerlukan
biaya besar (Hardilawati, 2020).

Untuk menyederhanakan proses pengurusan legalitas, pemerintah menyediakan sistem Online
Single Submission (OSS). Akan tetapi, implementasinya masih menyisakan berbagai hambatan teknis
bagi pelaku UMKM desa, antara lain keterbatasan literasi digital, lemahnya akses jaringan yang
menyebabkan OTP tidak terkirim, kesalahan input data pada e-KTP, tidak tersedianya alamat email
aktif, serta keterbatasan perangkat teknologi pendukung (Syarif et al., 2025;Wibowo et al., 2021).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan sistem OSS sebagai instrumen
penyederhanaan perizinan dengan kemampuan pengguna untuk memanfaatkannya secara mandiri.
Tanpa adanya sosialisasi dan pendampingan yang intensif, pelaku UMKM desa tetap kesulitan
menyelesaikan pendaftaran NIB dan memahami manfaat legalitas usaha tersebut (Asnaini et al., 2022).
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Program sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB di Desa Malang Rapat sangat tepat
sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM memperoleh
edukasi, layanan konsultasi, dan arahan secara langsung, sehingga diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman, rasa percaya diri, serta kepatuhan mereka dalam menjaga legalitas usaha (Garno et al.,
2022;Wulandari & Budiantara, 2022). Secara operasional, kegiatan ini ditargetkan mencapai minimal
85% peserta mampu memperoleh NIB melalui proses pendampingan, yang kemudian akan dievaluasi
berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan.

Lebih jauh, upaya pemberdayaan ini mendukung terwujudnya perekonomian desa yang
berkelanjutan dan inklusif. Apabila semakin banyak UMKM memiliki legalitas, maka akan tercipta
ekosistem usaha yang transparan dan sehat, yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat optimal
bagi kesejahteraan masyarakat Desa (Kusmanto & Warjio, 2019;Thaha, 2020). Melalui kepemilikan
NIB, pelaku UMKM memperoleh peluang untuk mengakses sumber pendanaan resmi yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan volume produksi, memperbaiki standar mutu produk, serta
memperluas cakupan distribusi ke pasar lokal hingga regional. Dengan demikian, kepemilikan NIB
membentuk jalur dampak yang sistematis mulai dari meningkatnya akses pembiayaan, penguatan
kapasitas produksi, perluasan pasar, hingga peningkatan kualitas pendampingan usaha bagi pelaku
UMKM, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian desa secara berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan
pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha melalui NIB; (2) memfasilitasi proses
pendaftaran NIB secara langsung melalui pendampingan dengan target minimal 85% peserta berhasil
memperoleh NIB; dan (3) membekali pelaku UMKM dengan keterampilan dasar penggunaan sistem
0SS agar mampu melakukan pembaruan data secara mandiri di masa mendatang. Manfaat yang
diharapkan dari kegiatan ini meliputi peningkatan legalitas usaha UMKM, kemudahan akses terhadap
program pemerintah dan pembiayaan, serta peningkatan daya saing produk UMKM melalui persiapan
pengurusan sertifikasi halal. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan
yang dapat diterapkan kembali oleh desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam hal
legalitas usaha UMKM.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui empat fase utama, yakini
persiapan dan observasi, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Fase-fase tersebut dilakukan secara
berurutan untuk memastikan bahwa tujuan kegiatan, yakni membimbing pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) di Desa Malang Rapat dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), dapat
tercapai dengan efektif.
fase 1: Observasi

Tahap pertama adalah observasi. Pada tahap ini, kegiatan dilakukan untuk mengidentifikasi
kondisi awal para pelaku UMKM serta tantangan yang mereka hadapi. Hasil observasi menunjukkan
bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki NIB. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
pemahaman mengenai prosedur pendaftaran serta kesulitan dalam menggunakan sistem Online
Single Submission (OSS). Selain itu, banyak pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan dalam literasi
digital dan akses terhadap teknologi. Informasi yang diperoleh dari tahap ini kemudian menjadi dasar
untuk menyusun materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
fase 2: Sosialisasi

Tahap kedua adalah sosialisasi yang dilakukan pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, pukul 09.00-
11.30 WIB di Balai Desa Malang Rapat. Kegiatan ini diikuti oleh 16 pelaku UMKM dari berbagai Kategori
usaha, seperti warung sembako, warung sarapan, pembuatan kerupuk atom, pembuatan bakso, dan
online shop. Pada tahap ini, peserta diberikan paparan terkait pentingnya legalitas usaha melalui NIB,
manfaat NIB bagi pengembangan usaha, serta langkah-langkah pembuatan NIB dengan menggunakan
sistem OSS.
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Narasumber dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Bintan, yaitu
Bapak Chrisman, A.Md., menyampaikan materi dalam bahasa yang sederhana, disertai dengan sesi
tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta.
fase 3: Pendampingan

Tahap ketiga adalah pendampingan langsung. Pada tahap ini, tim pelaksana bersama pihak
DKUKM memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM untuk mendaftar dan membuat NIB secara
langsung di lokasi kegiatan. Setiap peserta dibimbing dalam mengisi data sesuai dengan identitas dan
kebutuhan usaha mereka. Pendampingan dilakukan secara langsung agar peserta dapat
menyelesaikan prosesnya dan mampu mengulanginya secara mandiri di masa mendatang. Dengan
pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh NIB, tetapi juga belajar menggunakan sistem OSS
secara mandiri.
fase 4: Evaluasi

Tahap keempat adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan
mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan. Evaluasi dilaksanakan melalui: (1) pemantauan
langsung proses pendaftaran NIB; (2) pencatatan jumlah peserta yang berhasil memperoleh NIB; (3)
identifikasi kendala teknis yang dihadapi peserta; dan (4) pengumpulan umpan balik dari peserta
mengenai pemahaman mereka terhadap prosedur dan manfaat NIB. Hasil evaluasi menjadi dasar
untuk merencanakan program tindak lanjut, seperti pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi
UMKM yang telah memiliki NIB.

Tabel 1. Metode Penyelesaian Masalah

NO PERMASALAHAN METODE TUJUAN

1 Pelaku usaha  belum Observasi dan Sosialisasi Pelaku UMKM mengetahui
mengetahui website 0SS website OSS dan pelaku UMKM
dan belum mempunyai jadi mengetahui cara membuat
Nomor Induk Berusaha NIB secara langsung
(NIB)

2 Pelaku usaha belum bisa Sosialisasi dan Pendampingan Pelaku UMKM bisa membuat
cara menggunakan NIB secara langsung di tempat
website OSS dan pelaku UMKM memahami

pentingnya memiliki NIB

3 Pelaku usaha mengalami  Pendampingan Intensif Pelaku UMKM  mendapat
kendala teknis (OTP, bantuan langsung untuk
sinyal) mengatasi kendala teknis

> | 5

fase 1: Observasi fase 2: Sosialisasi fase 3: Pendampingan

fase 4: Evaluasi

Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan

Prosedur yang diterapkan pada kegiatan ini dirancang sedemikian rupa untuk menjamin bahwa
pelaku UMKM tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis
dalam mengurus legalitas usaha. Melalui integrasi antara sosialisasi dan pendampingan, kegiatan ini
bertujuan mengatasi hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha, yaitu kurangnya pemahaman dan
keterbatasan teknologi (Putra et al., 2022; Garno et al., 2022).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Malang
Rapat dilakukan pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, pukul 09.00-11.30 WIB di Balai Desa Malang Rapat.
Kegiatan ini diikuti oleh 16 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, meliputi warung sembako,
warung sarapan, industri pembuatan kerupuk atom, industri pembuatan bakso, dan usaha online shop.

Hasil kegiatan menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan legalitas usaha
UMKM di Desa Malang Rapat. Dari 16 peserta yang hadir, 10 peserta (62,5%) telah memiliki NIB
sebelum kegiatan dilaksanakan, 4 peserta (25%) berhasil memperoleh NIB secara langsung di lokasi
kegiatan melalui pendampingan tim, dan 2 peserta (12,5%) mengalami penundaan dalam proses
pendaftaran. Dengan demikian, hingga akhir kegiatan, 14 pelaku UMKM (87,5%) telah memenuhi
syarat legalitas usaha melalui kepemilikan NIB.

Tabel 2. Status Pembuatan NIB Peserta UMKM Desa Malang Rapat

KETERANGAN JUMLAH persentase
Sudah mempunyai NIB 10 62,5%
Proses di tempat 4 25%
Tertunda (Masalah OTP) 2 12.5%
TOTAL 16 100%

DATA PEMBUATAN NIB DESA MALANG

RAPAT

12
10

8

6

4

2 i

. L]

Sudah mempunyai Proses di tempat Tertunda
NIB (Masalah OTP)
ml6 ®

Gambar 2. Grafik Status Pembuatan NIB Peserta UMKM Desa Malang Rapat

Merujuk pada data di atas, tampak bahwa mayoritas peserta (62,5%) telah menyadari
pentingnya legalitas usaha dan telah mengurus NIB sebelum kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya
kesadaran awal yang positif, meskipun masih terdapat gap pemahaman mengenai manfaat dan cara
pemanfaatan NIB secara optimal. Keberhasilan pendampingan 4 peserta dalam memperoleh NIB di
tempat (25%) menunjukkan efektivitas metode pendampingan langsung dalam mengatasi kendala
literasi digital dan teknis yang dihadapi pelaku UMKM

Kepemilikan NIB memberikan sejumlah manfaat strategis bagi pelaku UMKM. Pertama, NIB
melindungi pelaku usaha secara hukum dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya (Kusmanto & Warijio,
2019). Kedua, NIB mempermudah akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan, baik
perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, karena NIB menjadi salah satu persyaratan
administratif yang diperlukan (Helmalia & Afrinawati, 2018). Ketiga, kepemilikan NIB membuka
kesempatan bagi UMKM untuk mengikuti berbagai program pemerintah, seperti program pelatihan,
bantuan modal usaha, dan program kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar (Hardilawati,
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2020). Keanekaragaman jenis usaha yang diikuti oleh peserta menunjukkan bahwa persyaratan
legalitas bisnis berlaku untuk berbagai sektor di masyarakat desa.

Lebih lanjut, NIB menjadi prasyarat penting bagi UMKM yang ingin memperoleh sertifikasi halal.
Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, proses pendaftaran sertifikasi halal, baik melalui
jalur reguler maupun melalui mekanisme self-declare, mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki NIB
sebagai bukti legalitas usaha mereka (Faridah, 2019; Wahyuni et al., 2023 Kebijakan tersebut juga
sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh BPJPH, sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dengan
demikian, kepemilikan NIB tidak hanya meningkatkan legalitas usaha, tetapi juga membuka jalan bagi
UMKM, khususnya di bidang kuliner dan minuman, upaya memperkuat daya saing produknya melalui
sertifikasi halal (Akim et al., 2018).

Penguatan legalitas usaha melalui kepemilikan NIB berpengaruh baik terhadap kemampuan
UMKM bersaing di pasar. Dengan adanya NIB, pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal yang
terbukti meningkatkan kepercayaan pembeli serta memperluas jangkauan pemasaran, khususnya
pada sektor pangan dan minuman. (Faridah, 2019; Nuraliyah et al., 2023). Konsumen terutama yang
beragama Islam Lebih memilih produk bersertifikat halal karena dianggap lebih aman dan sejalan
dengan aturan syariah. Selain itu, sertifikasi halal juga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan
inovasi dan peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar yang ditetapkan.

Proses pendampingan yang dilakukan secara langsung dalam kegiatan ini sangat membantu
peserta yang kurang memahami prosedur pendaftaran NIB secara online atau mengalami kendala
dalam penggunaan teknologi. Keterbatasan literasi digital dan akses terhadap perangkat teknologi
merupakan hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM desa (Arianto, 2020; Garno et al., 2022).
Namun, melalui pendampingan intensif, kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Hal ini menunjukkan
pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dalam hal ini DKUKM Kabupaten Bintan, dengan
lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam memberikan dukungan teknis kepada pelaku
UMKM (Andayani et al., 2021).

Kegiatan Sosialisasi Penguatan Legalitas UMKM melalui Pendaftaran NIB—OSS di Desa Malang
Rapat merupakan inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta keterampilan
pelaku usaha dalam memenuhi aspek legalitas. Pada tahap awal, program ini menekankan pentingnya
pemenuhan legalitas dasar, misalnya melalui penerbitan NIB, pelaksanaan proses sertifikasi halal yang
melekat pada NIB bagi sektor usaha yang relevan, pendaftaran merek dagang sebagai bentuk
perlindungan kekayaan intelektual, serta pengurusan PIRT atau OSS RBA sesuai jenis dan skala usaha.
Pemenuhan legalitas tersebut menjadi fondasi penting agar UMKM dapat menjalankan usaha secara
formal, memperoleh akses pasar lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Namun demikian, sosialisasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan izin dasar semata.
Diperlukan langkah lanjutan yang realistis, terstruktur, dan sesuai kebutuhan pelaku UMKM setelah
legalitas dasar terpenuhi. Hal ini penting karena legalitas hanyalah tahap awal menuju profesionalisasi
usaha, sehingga pelaku UMKM perlu mendapatkan arah yang jelas mengenai tahapan berikutnya
untuk mencapai keberlanjutan dan peningkatan daya saing.

Rencana lanjutan yang dimaksud dapat mencakup berbagai aspek pengembangan usaha, seperti
pendampingan peningkatan mutu produk melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP),
fasilitasi sertifikasi tambahan seperti BPOM atau SNI bagi produk tertentu, serta penguatan strategi
pemasaran baik secara konvensional maupun digital. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam
manajemen keuangan, akuntabilitas laporan usaha, dan kepatuhan perpajakan juga menjadi bagian
penting dari proses pendampingan bagi UMKM yang telah memenuhi legalitas dasar.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini memiliki arah yang komprehensif
dan berkelanjutan. Program tidak hanya berfokus pada pemenuhan legalitas awal, tetapi juga
mencakup perencanaan strategis pasca-legalisasi yang membantu UMKM di Desa Malang Rapat
tumbuh lebih optimal, berdaya saing, serta mampu beradaptasi terhadap dinamika pasar dan regulasi.
Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem UMKM vyang lebih mandiri,
profesional, dan berkelanjutan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB melalui OSS di Desa Malang Rapat
terbukti efektif dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM. Dari 16 peserta yang mengikuti kegiatan,
10 peserta telah memiliki NIB sebelum pelaksanaan, 4 peserta berhasil menerbitkan NIB di lokasi
kegiatan, dan 2 peserta mengalami penundaan karena kendala OTP sehingga secara keseluruhan
87,5% peserta berhasil memenuhi legalitas usaha. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan berhasil
melampaui target minimal 85% penerbitan NIB yang ditetapkan. Selain itu, pendampingan langsung
juga meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas, alur penggunaan OSS, serta
kesiapan mengakses layanan digital terkait perizinan usaha. Keberhasilan program ini menjadi bukti
bahwa pendampingan teknis mampu menjembatani kesenjangan antara ketersediaan sistem OSS dan
kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkannya secara mandiri.

Saran

Untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi manfaat dari legalitas usaha yang telah
diperoleh, perlu adanya upaya peningkatan dalam aspek legalitas lanjutan. Terdapat beberapa
masukan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Penyelesaian Pendaftaran NIB: Guna menuntaskan proses legalitas usaha, pemerintah desa dan
DKUKM Kabupaten Bintan disarankan untuk melakukan pendampingan lanjutan kepada 2 peserta
yang tertunda.

2. Penguatan Literasi Digital: Program penguatan literasi digital perlu dijalankan secara terus-
menerus untuk mengatasi berbagai keterbatasan teknologi yang masih dialami sebagian pelaku
UMKM ketika menggunakan sistem OSS secara mandiri.
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